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HUKUM DALAM STRATEGI PEMIKIRAN F1

OFIS

Abstrak

Kehanyakan orang memang telah memahaml bahwa hukum bukan suatuy bangunan sbadi
melainkan sesualy vang tidak permah selesal, meskipun keberadaannya didasarkan pada kerangka
sistematis, abjertif rasional, lagis dan empirs. Dalam perkembangannya hukum lidak mungrin lepas
dart mekanisme keterbukaan terhadap koreksi. lfulah sebabnya manusia selaly diuntut mencan
alternalif-altematif pengembangnnya, baik mengenal aspek onlologls, episfemologis maupoun
aksiolegisnya. Karena itu setiap hukum yang ditahirkan paling lidak validitas dan relisbilifasnya dapat
dipertanggungjawabkan bak berdasarkan confext of jusiification maupun context of discovery

Kata Kunci : hukum, pengembangan, pertanggungjawaban flosofis.

A, PENDAHULUAN

Setiap orang memang sudah memiliki
pengertian tentang hukum, tetapi pada sebagian
besar orang pengertian inl masih sangat kurang.
Masih ada orang yang menyamakan pengertian
hukum dengan polisi, atau juga larangan: apa
saja yang tidak boleh adalah hukum.* Begitu pula
mengenai keberadaannya, kebanyakan arang
telah memahami bahwa secara tearitis hukum
didasarkan pada kerangka objektif, sistematis,
rasional, logis dan empiris,

Namun ketika hukum difahami dari sisi
praksisnya, bahwa hukum adalah suatu enfitas
yang real dan pragmatis dalam kehidupan
masyarakat, pengertian hukum lidak lepas dari
pengaruh orientasi kultur sosial, idecicgis dan
politis. Seringkali bagi para pembuat kebijakan
hukum dan sebagian masyarakat kemudian
dijadikan alasan pembenaran untuk melakukan
subjective interest atau keberpihakan hukum
pada kepentingan kelompok.

Selama pengertian hukum dalam tingkatan
sesederhana Ini, kemungkinan untuk
menegakkan hukum yang merupakan idaman
kita semua adalah kecil sekali. Hukum perlu
difikirkan secara mendalam supaya maknanya

yang luhur menjadi nyata. Artinya, membangun
hukum harus beronientasi pada pemahaman
esensinya (onfology), cara kerja keilmuannya
(epistemology), dan arah tujuan
pengembangannya (axiclogy), tanpa kecuali
bagi siapa pun penganut aliran hukum, apakah
aliran normatif atau aliran sosiciogis.

Kalau orang memiliki pengertian dan
pemahaman hukum yang tepal, mereka akan
menaruh hormat terhadapnya, dan akan
timbullah semangal untuk membangun suatu
negara hukum yang lebih sempurna. Bagaimana
hukum menjadi objek rasa hormat 7 Memang
hormat itu tidak akan timbul pada saat orang
melihat para pejabat melanggar hukum, hukum
berpihak pada kepentingan kelompok orang
tertentu, Belum lagi masalah kepastian dan
keefektivan hukum dalam prakiek.
Pengembangan hukum tidak cukup hanya
berorientasi pada kepastian hukum, tanpa
diimbangi keefektivannya dalam praktek,

Akan tetapi mungkin sesudahnya orang
yang didenda akan berfikir lebih lanjut bahwa
peraturan itu peru supaya kehidupan bersama
diatur dengan baik, dan semua orang dapat
menikmali kelenteraman dan keadilan. Dengan

TR, Iryants Widisusena, b, Hum, : Dosan MREF dan Filzafat limu Undig

1 PumadiPurbacaraka, Soerjanio Soskanto, Renunganiantang Silsafa! Hokwm, ed, 3 Jakara 1985 Hal 1114,
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demikian menjadi jelas bahwa jarak aniara
hukum dan keadilan tidak jauh. Ada
kemungkinan bahwa orang yang mengeri
makna hukum akan rela untuk menjadi taat pada
peraturan-peraturan. Bila pengertian  hukum
digabungkan dengan keadilan, orang tidak akan
menyamakan hukum lagi dengan sejumiah
larangan, melainkan akan memandangnya
sebagai bagian dari cita-cita hidup. Orang-orang
yang hidup dalam suatu masyarakat akan dijiwai
oleh suatu semangat baru yang berdasarkan
prinsip-prinsip moral dan pengakuan akan hak-
hak tiap-tap orang untuk hidup secara
manusiawi. Orang-orang akan ikut membangun
negara sebagai negara hukum di mana hak-hak
manusia terjamin,’

Permasalahannya sekarang bagaimana
hukum dalam perspektif pemikiran filpsofis? Ada
beberapa langkah pemikiran untuk itu, yaitu
sehagai berjkut

B. PEMBAHASAN
B. 1. Pengertian Umumtentang Hukum

Tidak mudah untuk menemukan dan atau
merumuskan definisi hukum yang dapat ditenima
pleh semua ahli hukum, namun tidak berari
bahwa hukum tidak dapat dimengert!. Darl seqi
perkembangan sejarah hukum saja, kini hukum
tidak lag difahami sebagai sesuatu yang bersifat
mistik sebagaimana pandangan zaman purba,
Kini hukum difahami sebagai sesuatu yang
rasional, dan empiris, sehingga semua crang
dapat berbicara tentang hukum dan mengerti
lentang halnya, Persealan baru timbul ketika
orang berusaha mengerti tentang hukum secara
lebih mendalam, ternyata arti hukum sangat
kompleks sehingga ragam teori masih
berkembang sampai abad XX ini.

Ketika berfikir tentang hukum, pertama-
lama kita sadar bahwa hukum harus dikaitkan
dengan kehidupan sosial, dengan demikian
hukum adalah penataan hidup sosial

Perumusaﬁ inl masih sangat abstrak, tetapi
justru karenanya meliputi macam-macam
bentuk hukum. Bila hukum ditanggapi secara
lebih  konkret, pengertiannya berbeda-beda.
Terutama bila kita menghadap bentuk-bentuk
hukum yang aktual pada zaman modem, sampa
pada keyakinan bahwa hukum yang mempunyai
arti yuridis  adalah hukum yang ditentukan aleh
pemerintah suatu negara, yaknl undang-
undang, Dalam hal demikian peraturan-
peraturan yang berlaku dalam lembaga non-
negara, membutuhkan peneguhan dar fihak
negara supaya berlaku sungguh-sungguh
secara yuridis. Juga hukum adat hanya
dipandang sebagai hukum yang berlaku efeknf
bila disahkan oleh pemerintah negara yang
bersangkutan. Mamun dengan membatasi
makna hukum yang hakiki pada undang-undang
negara. pengertian dasar yang abstrak tentang
hukum tidak hifang. Peraturan-peraturan yang
mengatur kehidupan corang-orang dalam
masyarakat, baik masyaraxal besar sepet
negara. maupun masyarakat kecil seper
perkumpulan dan lembaga swasta. sewajamya
keduanya disebut hukum,

Fenulis tidak bermaksud menjelaskan
pengertian hukum secara rinci sampal tingkat
jenisnya seperti dikemukakan oleh tokah
positivisme John Austin {1790-1858),
bahwasannya ada hukum Allah dan hukum
manusia. Uraian Ini hanva memfokuskan
pengertian hukum, dengan membatasi makna
hukum yang hakiki pada undang-undang negara
sebaga peraturan-peraturan yang mengatur
kehidupan crang-crang dalam masyarakat
Lengan kata lain, pengertian hukum yang
dimaksudkan dalam makalah ini adalah sepala
peraturan perundang-undangan negara yang
mengatur kehidupan orang-orang dalam
masyarakat, supaya kehidupan bersama diatur
dengan baik, dan semua crang dapat menikmat|
ketenteraman dan keadilan

¢ TheoHuibenss Fllzafar Hukim Bansiug, Yogyakara 1985Hal 11

1 Dpin TheoHuijberes Hal 39 40
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B. 2. Stategi Pemikiran Filosofis

Wawasan filosofis keilmuan berperan
strategis dalam pemikiran filoscfis mangenal
hukum. Berkul ini uraian mengenai ruang
lingkup wawasan filosofis keilmuan.

B.2.3. Peran strategis Wawasan Filosofis
Keilmuan

g Memperkual pemahaman esensi kellmuan;
apa hakikat, sifat, kedudukan ilmu dalam
cakrawala pengetahuan manusia. Bentuk
pemahaman ini dapat mengembangkan
daya kritis akal berfikir substansial, fokus,
prientasi pada problem, sebagal kesiapan
menghadapi dinamika perkembangan
jaman yang membawa konsskuensi dan
implikasi kompleks bagi kehidupan
manusia.

8. Memperkaya pengetahuan tentang
metodologi pemikiran imiah atau  wawasan
imiah, bagaimana iimu bekerja, bagaimana
proses kellmuan berlangsung, dapat
memperajam kemampuan analisis Imiah,
memperkuat kemampuan melihat
lingkungan sebagal masalah, madal
kesiapan dalam menjalankan tugas
pekerjaan atau profesi pada bidangnya.

¢. Menumbuhkan etos iimiah, memahami
kaitan iimu dengan kemanusiaan (ilmu dan
nilai - nilal kemanusiaan, etika, moral,
budaya dan agama), dapat menumbuhkan
kepekaan sosial, kesadaran tanggungjawab
(Imuwan dalam mengnali, mengembangkan
dan menerapkan ilmu
Dalam wawasan filosofis tersebut secara

substansial memuat figa prinsip pemahaman
filosofis kellmuan yang menjadi dasar berdirinya
iimu atau senng disebut pilar penyangga
eksistensi limu pengetahuan, yaitu meliputi
dasarontologi, epistemologi, dan aksiologi.

ingants Widisuzeng, Peranggungrawaban Filasofs

B.2.4. Pemahaman Pilar - Pilar Penyangga
Eksistensillmu Pengetahuan.

Secara filosofis kedlmuan terdapat tiga
ketentuan dasar yang melandasl keberadaan
ilmu pengetahuan, Ketentuan-ketentuan dasar
ini merupakan realitas chjektifdan empins,

a. Landasan Ontologic Objek pengetahuan
ilmiah adalah nyata (reall sekaligus
berubah-ubah, yaitu dapat dikenal, lepas
dan subjek dan mengalami perkembangan
ke arah regulantas.” Dasar pemikiran ini
memberikan pemahaman bahwa
pengetahuan ilmiah adalah hipotetis dan
evolutif

b. Landaszan Epistemologi; Secara
metodologis, metode pengetahuan ilmiah
dapat mengkonvergensikan kebenaran,
tetapi metode tersebut tidak dapat
menghasilkan suatu formulasi yang pasti
tentang kebenaran.” Dasar pemikiran inj
memberikan pemahaman bahwa
pertiumbuhan pengetahuan ilmiah melalui
prases trial and error, sebagal varian
probiem solving.

¢, Landasan Aksiclogi Sistem pengetahuan
merupakan unsur universal kebudayaan.’
Dasar pemikiran ini memberi pemahaman
bahwa ilmu pengetahuan dalam
pertumbuhan dan perkembangannya
dipengaruhi oleh onentasl nilai budaya
masyarakatnya.

Secara berurutan kaidah-kaidah filosofis
keilmuan tersebut dapat dilelaskan, Pertama,
landasan ontologis keilmuan @ sisi esensi ilmu
pengetahuan, menyangkut hakikat, konsep
dasar, objek ilmu, batas-batas penjelajahan
lmu, sejarah perkembangan ilmu. Kedua,
landasan epistemologis keilmuan: bagaimana
ilmu  bekerja/bagaimana proses keilmuan
berlangsung, menyangkut metodalogi,
prasedur, proses. Ketiga, landasan aksiologis;

4 Zonny Keral dan Miches Dua, iimu Pengelabran, Sebwah Tinavan iosals Yogyakanta 2004, Hat, 25

5 Op. Cit Sonny Keral dan Mishael Dua, Hal. 36

G Kosnbamaningrat, Kebedayaan Menlaiias dan Pembangunan, Gramedia, Jakarta, 1974, Hal 45
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kaitan ilmu dengan kemanusiaan, menyangkut
tujuan, etika, meral, agama, kebudayaan. Ketiga
landasan filosofis keilmuan tersebut merupakan
satu kesatuan dan saling mempersyaratkan
keberadaan yang satu dengan lainnya. Dengan
pengertian bahwa, landasan ontologis
merupakan pijakan atau sumber orientasi
tentang bagaimana cara bekera, prosedur,
metode (epistemologi), kemudian dengan
epistemologi dapat mengantarkan pada tujuan
yang akan dicapai, serta memahami norma-
norma apa yang harus ditaati (aksiclegi). Ketiga
landasan filosofis keilmuan tersebut merupakan
basis bagl eksistensi iimu pengetahuan, dan
sering diartikan sebagal kerangka kaidah
filosofis keilmuan. Eksisteni ilmu harus memiliki
ketiga landasan filosofis tersebuf, sehingga
tingkat validitas dan reliabilitasnya dapat
dipertanggungjawabkan.

Pada tingkal praksisnya, kerangka kaidah
filosofis kellmuan tersebut dapat diterapkan ke
dalam berbagai praktek pengetahuan sehari-
hari. Seperli misalnya dalam praklek
manajemen ada pendekatan proses: IN PUT
FROSES - OUT PUT. Pendekatan proses ini
merupakan bentuk praksis dan kerangka kaidah
filoscfis keilmuan fersebut: ONTOLOGI -
EPISTEMOLOGI - AKSIOLOGI,

Secara filosofis cara keberadzan semua
reglitas di alam ini sebagal ciplaan Tuhan
bertumpu pada ketiga landasan filosofis
keilmuan tersebut. Permasalahannya karena
ulah manusia, ketentuan alamiah tersebut sering
dilanggar cleh manusia demi kepentingannya,
sepertl misalnya dalam praklek pembangunan
hukum yang akhir - akhir ini mengarah kepada
keberpihakan kepentingan kelompok tertentu
Timbulya kenyataan seperti ini disebabkan
pembangunan hukum yang mengabaikan
kerangka pemikiran filosofis keilmuan,

B.25 Hukum dalam
pengembangannya.
Secara ontologis, hukum bukan suaty
bangunan abadi, melainkan sesuatu yang tidak
pernah selesal, meskipun keberadaannya
didasarkan pada kerangka sistematis, objektif,
rasional, logis dan empiris. Dalam
perkembangannya hukum tidak mungkin lepas
dari mekanisme keterbukaan terhadap koreksi.
ltulah sebabnya manusia selalu dituntut mencan
alternatil  alternatif pengembangannya, baik
mengenal aspek ontologis, epistemologis
maupun aksiologisnya. Karena itu setiap hukum
yang dilahirkan paling tidak validitas dan
reliabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan
baik berdasarkan context of justification maupun
contexi of discovery.

Secara filosofis cara keberadaan dan
perkembangan semua realitas di alam ini
sebagal ciptaan Tuhan bertumpu pads ketiga
kaidah filosofis sebagaimana tersebut di atas.
Permasalahannya karena ulah manusia,
ketentuan alamiah tersebut sering dilanggar
oleh manusia demi kepentingannya, seperti
misalnya dalam praktek pengembangan hukum
yang akhir - akhir ini mengarah kepada
keberpihakan kepentingan kelompok tertentu.
Hukum dalam proses kelahiran dan
perkembangannya harus berbasis pada
landasan ontologis, eplstemologis dan
aksiclogisnya, sehingga hukum dalam
fenomenanya tampil sebagai produk, proses
dan masyarakat

Hukum sehagai preduk, yaitu hukum yang
telah diakui sebagai kebenaran oleh
masyarakat, dalam hal demikian mendukung
tercapainya kepastian hukum, Hukum sebagal
proses, artinya kegiatan yang dilakukan
masyarakat demi terciptanya hukum dan
perkembangannya sebagaimana adanya
berjalan secara natural chjekbf, unluk atas nama
kepentingan bersama, bukan ssbagaimana

alternatif

Rizal Mustansyir, Misnal Munir. Fitsafe! (mu, Pusiaka Peigiar, Yogyakara, 2001 Hal, 16
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yang dipaksakan atau dikehendaki aleh
sebagian orang, dalam hal demikian hukum
memiliki unsur kemanfaatan bagi semua pihak.
Hukum sebagai masyarakat, artinya hukum
mencerminkan dunia pergaulan yang tindak-
tanduknya, perilaku, sikap dan tutur katanya
diatur ocleh ketentuan. universallsme,
komunalisme, tanpa pamrih dan skeptisisme
yang teratur, dalam hal demikian hukum memillki
unsurkeadilan.

B.2.6. Pancasila sebagai Paradigma
Pembangunan Hukum

Paradigma adalah suatu keutuhan konsep
dengan muatan teori, dalil, ajaran bahkan
pandangan hidup, sebagai dasar dan arah
pengembangan ilmu, hukum, kebijakan, dil
Pancasilamerupakan suatu keutuhan konsep, di
dalamnya mengandung ajaran, pandangan
hidup. secara filosofis memenuhi syarat sebagai
dasar dan arah atau paradigma bagi
pengembangan hukumdi Indonesia®

Pola-pola pengembangan hukum mengacu
pada kerangka kaidah filosofis kellmuan yaitu
ontolenis. epistemologls dan aksiclogis. Dalam
konteks Pancasila sebagai paradigma
pengembangan hukum, secara ontologis hukum
yang dilahirkan harus dapat menjawab apa
kebenaran itu, atau sebagal upaya manusia
untuk mencari kebenaran yang tidak mengenal
titik henti “an unfinished joumey" Hukum tampil
dalam feromenanya sebagai, produk, proses
dan mayarakat. Secara epistemologis, nilai-nilai
Pancasila dijadikan cara, pisau analisis / metode
berfikir sebagai dasar dan arah pengembangan
atau pembangunan hukum, tolok ukur
kebenaran. Secara aksiologis, nilai-nilal
Imperatif dalam mengembangkan hukum adalah
sila-sila Pancasila sebagai salu keutuhan
menuju terwvujudnya masyarakat bangsa yang
merdeka berdaulat adil dan makmur.

Membangun hukum dengan memenuni

Invanto Widisuseno. Parfanggungiawaban Filosofis

dasar pemahaman dan pertimbangan filoofis
tersebut, hukum yang dilahirkan paling tidak
validitas dan reliabilitasnya dapat
dipertanggungjawabkan baik berdasarkan
context of justification mau pun context of
discovery. Peranggungjawaban berdasarkan
context of justification artinya bahwa hukum
yang menampilkan fenomenanya sebagai
produk, proses dan masyarakat itu tetap
menjaga kaidah-kaidah keilmuan hukum sendiri,
yaitu objektif, rasional - logis dan empiris, Mamun
di sisi lain hukum itu dalam kelahiran atau
perubahnnya tetap berbasis pada sistem
orientasi nilai budaya masyarakal bangsa
setempat untuk memperoleh pengakuan dan
legalitas eksistensinya, Keduanya ibarat dua sisi
dari satu mata uang yang sama, maka sangatlah
keliru Jika pembangunan hukum hanya
mengedepankan aspek pertanggungjawaban
conlext of justification, atau context of discovery,
Membangunan hukum tidak cukup hanya
berorientasi pada kaidah-kaidah keilmuan
hukum ity sendin, tetapi juga memperhatikan
kaidah-kaidah di luar keilmuan hukum, misalnya
seperti norma sosial, nitai-nilai maral etk dan
nilzi agama.

Untuk itulah dituntut pemahaman tentang
Pancasila secara utuh, mendasar, kritis, dan
evaluatif, Di samping itu diperlukan suatu situasi
yang kondusif baik struktural maupun kultural

€. PENUTUP

Sebagai penutup uraian makalah ini, maka
dapat dikemukakan berberapa hal penting
sebagal kesimpulan, yaitu seperti berikut

Untuk menjaga keefektivan hukum perlu
ada pemahaman yang tepat pada kalangan
masyarakatnya tentang pengertian hukum itu.
Pemahaman pengertian hukum harus
menjangkau makna hukum yang lubur,

Membangun dan mengembangkan hukum
tidak cukup hanya mendasarkan pada teor-
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teon, konsep-konsep keilmuannya sendiri, letapi
juga perlu pemahaman tentang hakikat, cara
kerja keilmuan dan norma imperatif dalam
pengembangannya,

Dalam pemikiran filosofis keilmuan, prinsip
permanence (ketefapan, keabadian) dan
changeable (berubah-ubah) dapat berlaku
daiam bangunan sebuah hukum. Hukum harus
memaga hal-hal yang permanen sebagai
kategori substansial hukum, dan
mengembangkan aspek dinamis hukum yang
narus dapat mengakomodasikan tuntutan
perkembangan jaman ke dalam kategorl
aksidensial yang sewaktu-waktu dapat berubah.
Dalam konteks penegakkan hukum misalnya,
hukum harus menjaga kepastian hukumnya
dalam masyarakat, hukum harus berlaku tetap,
tetapi dalam kurun waktu tertentu hukum harus
berubah karena masyarakat selalu berkembang
menuntut perubahan hukum.

Mendirikan, atau menciptakan sebuah
bangunan hukum diperiukan figa pondasi atau
landasan filoscfis kelmuan, yaitu landasan
ontoiogi, landasan epistemalogi dan landasan
aksiolegl, agar hukum yang dibangun dalam
fenomenanya tampil sebagal produk, proses
dan masyarakat. Pada akhimya bangunan
hukum dapat dipertanggungjawabkan baik
dalam context of |ustification (aspek
keilmiahannya) maupun context of discovery
(aspek kemanfaatannya bagi masyarakat).
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